
Menimbang

SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMITR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTAITG

BELANJA PENUNJAI{G OPERASIONAL BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAIIUN ANGGARAN 20/23

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan

Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Bupati dan Wakil Bupati agar dapat meningkatkan

kinerja tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam

menyelenggarakan pemerintahan daerah dan mengaspirasi

kebutuhan masyarakat, sehingga dapat menunjang kegiatan

operasional Bupati dan Wakil Bupati serta sesuai Nota Dinas

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri

Nomor 9OO / 4O2 / 4L8.OT 12023 tanggal L4 Pebruari 2023

perihal Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Kediri dan Berita Acara Nomor

900/600 l4l8.O7 12023 tanggal 15 Pebruari 2A23 tentang

Rapat Pembahasan Draft Peraturan Bupati tentang Biaya

Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Kediri perlu menetapkan Belanja Penunjang

Operasional Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangzrn sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati

Tahun Anggaran 2023;



Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pr-ovinsi Jawa

Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 273O1;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 42861;

4. Undang-Undang Nomor' 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20lt tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2O7l tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2A22 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistern

Perencanaan Pembangunan Nasional;



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tarnbahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 56791;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang

Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2OL4 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2O2l

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun

2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2OI1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah;



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

L6. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2022

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2O23;

17. Peraturan Bupati Kediri Nomor 99 Tahun 2022 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2023;

MIMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATIIRAN BUPATI TENTANG BELAIUA PEIlfUilJAItc

OPERASIOilAL BUPATI DAN UTAKIL BUPATI TAHUN

ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAIT UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.

3. Bupati adalah Bupati Kediri.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kediri.

5. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah

Kabupaten Kediri.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Kediri.

7. Belanja Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat

BPO adalah dana yang disediakan bagr Bupati dan Wakil

Bupati setiap tahun untuk menunjang kegiatan operasional

dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial,

perlindungan masyarakat, dan kegiatan lain yang berkaitan

dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa yang

dibiayai melalui APBD.



BAB II
KEDUDUKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

Bupati dan Wakil Bupati adalah Pejabat Negara.

BAB III
KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI

DAN WAKIL BT'PATI

Pasal 3

Untuk pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati disediakan:

a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan

rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;

b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan

untuk membeli barang inventaris rumah jabatan Bupati dan

Wakil Bupati;

c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang inventaris

dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan

barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh

Bupati dan Wakil Bupati;

d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk

pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau

dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;

e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk

pengobatan, perawatan, rehabilitasi cacat, dan uang duka

bagi Bupati dan Wakil Bupati beserta anggota keluarga;

f. biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai

peq'alanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan

Wakil Bupati;

g. biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian

dinas Bupati dan Wakil Bupati berikut atributnya; dan



h. biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi,

penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengarnanarl,

dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan

tugas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 4

Besaran biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati

ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

sebagai berikut :

a. sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

paling rendah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima

juta rupiah) dan paling tinggr sebesar 3% (tiga perseratus);

b. di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) s/d. Rp

10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) paling rendah Rp

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling

tinggi sebesar 2o/" (dua perseratus);

c, di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) s/d. Rp

20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) paling rendah

Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi

sebesar l,5oo/o (satu koma lima nol perseratus);

d. di atas Rp 20.000.000.00O,00 (dua puluh milyar rupiah) s/d.

Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) paling

rendah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling

tinggi sebesar 0,80%o (nol koma delapan nol perseratus);

e. di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) s/d.

Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah)

paling rendah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

dan paling tinggr sebesar O,4Oo/o (nol koma empat nol

perseratus);

f. di atas Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar

rupiah) paling rendah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta

rupiah) dan paling tinggi O,l5o/o (nol koma satu lima

perseratus).



Pasal 5

Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf f berdasar realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2022 sebesar Rp 553.071.059.609 (lima ratus lima puluh

tiga miliar tujuh puluh satu juta lima puluh sembilan ribu enam

ratus sembilan rupiah) sehingga jumlah BPO sebesar Rp

829.606.589,41 (Delapan ratus dua puluh sembilan juta enarn

ratus enam ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah

koma empat puluh satu sen) dibulatkan menjadi Rp

829.606.589,00 (delapan ratus dua puluh sembilan juta enam

ratus enarn ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan

dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023.

BAB IV

PTNGAITGGARAN

DAN PERTAIITGGUNGJAWABAN BPO

Pasal 6

(1) BPO Bupati dan Wakil Bupati disediakan untuk kebutuhan 1

(satu) tahun anggaran.

(2) Besaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan

sebagai berikut :

a. Bupati adalah 73,47o/o dari Biaya Penunjang Operasional

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

b. Wakil Bupati adalah 26,53yo dari Biaya Penunjang

Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 7

(1) Anggaran biaya penunjang operasional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri pada

Anggaran Belanja Operasi melalui Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD)

Bagran Umum Sekretariat Daerah.



(2) Kuitansi atau tanda terima lainnya adalah sebagai bukti
Surat Pertanggungiawaban (SPJ) yang sah dan berlaku

untuk tanda terima penerimaan uang.

BAB V

K TENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orarlg mengetahuinya, memerintahkan

pengundanga.n Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam

Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
padatanggal24-3-2023

BUPATI KEDIRI,
ttd

HANINDHITO HIMAITAN PRAMAI{A

Diundangkan di Kediri
padatanggal24-3-2023
SEKR TARIS DAERAH KABT'PATEIT KEDIRI,

ttd
MOHAMAD SOLIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
a.N. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan

Kesejah

PIt. Hukum

SUWON
Penata Tingkat I

NrP. 19661125 198903 1 010


